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Bali Fintech Agenda adalah seperangkat 12 elemen kebijakan dari International Monetary Funds atau IMF
dan Bank Dunia untuk membantu negara anggotanya memanfaatkan keuntungan dan peluang dari pesatnya
perkembangan teknologi finansial atau tekfin. Indonesia di sini sangat berperan cukup aktif terhadap agenda
ini di saat negaranya masih memiliki kendala dalam tekfin, masih tertinggal di dalam sistem dan memiliki
rekam sgjarah yang kurang baik dengan IMF. Dalam menganalisis fenomenaini, penulis akan menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduks atas teori tipe kepentingan nasional dalam kebijakan
luar negeri oleh Donald Nuechterlein didukung dengan data dari studi pustaka dan beberapa sumber primer
serta sekunder. Kebijakan luar negeri Indonesiaterlihat sangat mendukung tata kelola tekfin global Bali
Fintech Agenda dengan menjadi tuan rumah dan mendukung adanya tata kelola tekfin internasional sebelum
dan bahkan sesudah agenda ini keluar. Penulis melihat peran aktif ini didasari bahwa Indonesia memiliki
kepentingan ekonomi yaitu untuk mendorong pasar keuangan yang kompetitif, menjaga data konsumen,
meningkatkan inklusi keuangan pada individu dan pelaku UMKM, membuka |apangan kerja baru bagi
generasi milenial dan mendorong infrastruktur. Kepentingan tatanan dunia Indonesia untuk mengatasi
ketimpangan tekfin dan menunjukkan peran bridge builder dengan kerja sama dalam sistem keuangan
internasional. Kepentingan ideologi Indonesia adalah mendukung nilai light touch dan safe harbour serta
agendainklusi keuangan yang sebenarnya bagian dari ideologi neoliberalisme. Hanya kepentingan
keamanan yang kurang terlihat dalam isu ini dan yang ada hanya ekspektasi.

...... The Bali Fintech Agendaisaset of 12 policy element considerations from the International Monetary
Funds or IMF and the World Bank to help member countries utilize the advantages and opportunities of the
rapid development of financial technology or fintech. Indonesia here has played an active role in this agenda
at atime when the country still has problems in fintech industries, not the advanced one in the system and
has an unfavorable history with the IMF. In analyzing this phenomenon, the author will use qualitative
research methods with a deductive approach to the theory of the type of national interest in foreign policy by
Donald Nuechterlein supported by data from literature studies and several primary and secondary sources.
Indonesias foreign policy seemsto strongly support global fintech governance of Bali Fintech Agenda by
hosting and supporting international fintech governance before and even after this agenda comes out. The
author sees this active role because Indonesia has an economic interest such as to encourage competitive
financial markets, safeguard consumer data, increase financial inclusion for individuals and MSME, open
new job opportunities for the millennial generation and improving infrastructure. mendorong infrastruktur.
Indonesian world order interests are to overcome fintech inequality and to demonstrate the role bridge
builder in existing international financial system. Indonesian ideological interests are to support the value of
light touch and safe harbour as well as the financial inclusion agendawhich all of it was part of
neoliberalism. Only security interest isless visible in thisissue with only one expectation that is visible.
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